ABSTRAK
Judul 
: Hukum Ekonomi Yang Berparadigma Pancasila: Suatu Telaah Eksploratif

Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kondisi faktual yang terjadi bahwa Pancasila yang dulu dijadikan sumber dari segala sumber hukum pernah sempat terpinggirkan.  Beberapa sarjana (seperti Notonagoro, A. Hamid S. Attamimi, Abdulkadir Besar, Padmowahjono) pernah menunjukkan Pancasila yang ditransformasi kedalam Citangera (Staatsidee), Citahukum (Rechtsidee),  dan  Tata Hukum (Rechtsorde).  Dalam penelitian ini difokuskan pada relasi heuristik dari filsafat, teori hukum, dan asas hukum, dan tata hukum positif, khususnya hukum ekonomi di Indonesia. 

Dalam penelitian ini diidentifikasi permasalahannya, yaitu: (1) bagaimana konsep Pancasila dari tiap sila dan konsepantarsila dan (2) bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila ditransformasi dalam hukum kegiatan ekonomi di Indonesia.  Masalah tersebut dijawab dengan metode penelitian normatif dengan mengumpulakan sejumlah literatur yang relevan dengan kajian ini.
Dalam penelitian ini dikemukakan kembali beberapa simpulan yang patut didiskusikan lebih lanjut:

(1) Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila perlu diidentifikasi konsep yang terkandung dalam tiap sila dan antarkonsep antarsila dari Pancasila.

(2) Apabila konsep yang terkandung dalam tiap sila dan antarkonsep antarsila dalam Pancasila yang tidak merupakan staatsfundamentalnorm dan cita hukum sudah diidentifikasi, konsep (-konsep) tersebut dijadikan asas-asas hukum.

(3) Dengan melakukan rekonstruksi dan kajian intertekstualitas terhadap kekayaan wawasan para pendiri negara kita (founding fathers) yang diaktualkan oleh para sarjana senior (seperti Notonagoro, Sudiman Kartohadiprodjo, Abdulkadir Besar, Padmo Wahjono, A. Hamid S. Attamimi, Dardji Darmodiharjo, Kuntowibisono Siswomiharjo, M. Noorsyam, dan pinesepuh yang mohon maaf dalam kesempatan ini belum dielaborasi) dapat disusun semacam piranti untuk mengaktualkan konsep yang terkandung dalam tiap sila dan antarkonsep antarsila dari Pancasila dalam tata hukum Indonesia.

(4) Pancasila dapat dijadikan kaidah fundamental negara (staatsfundamental norm), bintang pemandu (leitstern), atau cita hukum (rechtsidee) yang mendasari keberlakuan hukum dasar tertulis (undang-undang dasar dan norma turunannya dalam tata hukum Indonesia) dan hukum dasar tidak tertulis (seperti adat-istiadat atau konvensi).  Dengan demikian, segala norma yang bertentangan dengan Pancasila harus dinyatakan batal demi hukum.

(5) Dalam kesempatan ini patut dikaji dan didampingi kinerja lembaga legislatif.  Apakah lembaga pembentuk undang-undang (Pemerintah –dalam hal ini kementrian teknis, direktorat jenderal peraturan perundang-undangan, dan sekretaris negara— bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi I—XII dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah vide Pasal 5 dan 20 UUD 1945) sudah menjadikan Pancasila sebagai kaidah fundamental negara (staatsfundamental norm), bintang pemandu (leitstern), atau cita hukum (rechtsidee)?  Apakah Pancasila dijadikan konsiderasi atau fakta pertimbangan (ten anzien van de feiten) dalam setiap Rancangan Undang-Undang?  Dengan nada ekstrim, apabila tidak disebut konsep yang terkandung dalam tiap sila dan antarkonsep antarsila dalam Pancasila (syarat materiel), suatu undang-undang atau rancangan undang-undang  harus dinyatakan batal demi hukum meskipun dibuat oleh lembaga yang berwenang dan prosedurnya dilampaui (syarat formal). 

(6) Kita perlu melakukan rekonstruksi tata hukum Indonesia dengan melakukan inventarisasi, deskripsi, perbandingan antarkonsep, dan edisi kritis terhadap norm-norma yang menurut identifikasi para sarjana kita hanya perlu sekitar 45 Undang-Undang Pokok (materi muatan undang-undang) yang dapat diatur lebih lanjut dengan ketentuan organik di bawahnya sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
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